
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN 

NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALLAN INTERN PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahw a u n tu k  m elaksanakan ketentuan  Pasal 60 Peraturan
Pem erintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu m enetapkan Peraturan 
ten tang  Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pem erintah di Lingkungan Pem erintah Kota Balikpapan;

b. bahw a u n tu k  m aksud terse bu t h u ru f a, perlu ditetapkan 
dalam  Peraturan Walikota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tah u n  1959 tentang Penetapan
Undang-Undang D arurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pem bentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 1949 Nomor 72, Tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentanG
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaim ana 
teLah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
59, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pem arintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pem erintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D aerah sebagaim ana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007.
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M enetapkan

M E M U T U S K A N :

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEN GEND ALLAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dim aksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI 
adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus-m enerus oleh pim pinan dan seluruh 
pegawai u n tu k  m em berikan keyakinan m em adai atas 
tercapainya tu juan  organisasi melalui kegiatan yang efektif 
dan efesien, kaandalan pelaporan keuangan, pengam anan, 
aset negara, dan ketaatan  terhadap pera tu ran  perundang- 
undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pem erintah yang selanjutnya 
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern 
yang diselenggarakan secara m enyeluruh terhadap proses 
perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, 
penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan 
Pem erintah Kota Balikpapan.

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 
reviu, evaluasi, pem antauan, dan kegiatan pengaw asan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 
rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 
telah ditetapkan secara efektif dan efisien u n tu k  kepentingan 
pim pinan dalam m ew ujudkan ta ta  kepem erintahan yang baik.

4. Pem erintah Kota Balikpapan adalah W alikota dan perangkat 
daerah sebagai u n su r penyelenggara pem erintahan daerah.

5. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

6. Inspektorat adalah aparat pengawas in tern  Pem erintah Kota 
Balikpapan yang bertanggung jaw ab langsung kepada 
Walikota Balikpapan.

7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Balikpapan 
sebagaim ana telah diatur dalam  Peraturan  Pem erintah Nomor 
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

8. Audit adalah Proses Identifikasi m asalah, analisis, dan 
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, 
dan profesional berdasarkan s tandar audit, u n tu k  menilai 
kebenaran, kecerm atan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan 
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
Pemerintah.

9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu  kegiatan 
u n tu k  m em astikan bahw a kegiatan tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar, rencana, 
a tau  norm a yang telah ditetapkan.
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10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan m em bandingkan hasilan 
a tau  norm a yang telah ditetapkan, dan m enentukan faktorH 
faktor yang m em pengaruhi keberhasilan atau  kegagalan 
suatu  kegiatan dalam m encapai tu juan .

11. Pem antauan adalah proses penilaian kem ajuan suatu  
program atau  kegiatan dalam m encapai tu juan  yang telah 
ditetapkan.

12. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan 
yang an ta ra  lain berupa sosialisasi m engenai pengawasan, 
pendidikan, dan pelatihan pengaw asan, pembimbingan, dan 
konsultasi, pengelolaan hasil pengaw asan dan pem aparan 
hasil pengawasan.

13. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk 
Pelaksanaan atas Peraturan Walikota Balikpapan tentang 
penyelenggaraan SPIP, yang m em uat kebijakan, strategi, 
metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas 
m anajem en pem erintah daerah, u n tu k  m em astikan bahwa 
seluruh u n su r SPIP telah terbangun dalam  program /kegiatan 
pem erintah an daerah /perangkat daerah dalam  rangka 
m enjam in pencapaian tu juan  yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) U ntuk m encapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, 
efisien, transparan , dan akuntabel, Walikota m elakukan 
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pem erintah Kota 
Balikpapan.

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pem erintahan 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
berpedom an pada SPIP sebagaim ana d ia tu r dalam  Peraturan 
Pem erintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pem erintah dan peraturan  
pelaksanaannya.

(3) SPIP sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) bertu juan  u n tu k  
m em berikan keyakinan yang mem adai bagi tercapainya 
efektivitas dan efesiensi pencapaian tu juan  penyelenggaraan 
Pem erintah Kota Balikpapan, keandalan pelaporan keuangan, 
pengam anan aset daerah, dan ketaatan  terhadap peraturan  
perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH 
KOTA BALIKPAPAN

Pasal3

(1) Perangkat daerah di lingkungan Pem erintah Kota Balikpapan 
wajib m enerapkan SPIP yang meliputi u n su r  :
a. lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian Risiko;
c. Kegiatan Pengendalian;
d. Informasi dan Komunikasi ; dan
e. Pem antauan Pengendalian Intern.
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(2) Uraian dan pengaturan u n su r SPIP sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4 sam pai dengan 
pasal 46 Peraturan Pem erintah Nomor 60 Tahun 2008 
ten tang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

(3) Penerapan u n su r SPIP sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan m enyatu dan  menjadi bagian 
integral dari kegiatan perangkat daerah.

P asal4

(1) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pem erintah Kota 
Balikpapan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota 
Balikpapan.

(2) Penyelenggaraan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan SPIP yang d isusun  sesuai dengan pedoman 
teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Walikota 
Balikpapan sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP.

(3) K etentuan lebih lanjut m engenai Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan SPIP sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan K eputusan Walikota Balikpapan.

Pasal 5

(1) Dal am proses pem bangunan dan pengem bangan SPIP 
dibentuk Satuan Tugas SPIP Pem erintah Kota Balikpapan.

(2) K etentuan lebih lanjut mengenai su su n an  dan tugas pokok 
Satuan  Tugas SPIP Pemerintah Kota Balikpapan ditetapkan 
dengan K eputusan Walikota Balikpapan.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS 
PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1) Pemimpin perangkat daerah bertanggung jaw ab atas 
efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.

(2) U ntuk m em perkuat dan m enunjang efektivitas SPI 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan 
intern a tas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat 
daerah term asuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

(1) Pengawasan Intern sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 6 
ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.
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(2) Inspektorat Kota Balikpapan sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) m elakukan pengaw asan intern melalui :
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pem antauan; dan
e. kegiatan pengaw asan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Kota Balikpapan m elakukan pengaw asan terhadap 
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi perangkat daerah  yang didanai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaim ana 
dim aksud dalam  pasal 4 ayat (2) wajib telah ditetapkan paling 
lam bat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan  Walikota ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penem patannya 
dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

D itetapkan di 
Pada Tanggal

Balikpapan 
14 Septem ber 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SE

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 14 September 2010

SEKRETARIS D.

IA MADYA 
198403 1 005

BERlfA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 20 
SERI E NOMOR 20 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2010
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